
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang musyawarah,
 umat Islam telah sepakat menempatkan prinsip ini sebagai salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 Pada dasarnya institusi musyawarah bukan sesuatu yang orisinil dari ajaran Islam, karena sebelum kedatangan Islam masyarakat Arab sudah mempraktikkannya. Musyawarah dilakukan dalam bentuk sidang, dimana para pemuka suku yang berada di kota membahas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Islam kemudian datang dan menjustifikasi praktik musyawarah, menjadikannya sebagai bagian dalam ajaran Islam dalam konteks kehidupan sosial. Islam mengembangkan institusi musyawarah menjadi konsep baru, yakni dari bersifat komunal kesukuan yang berhubungan dengan darah (keluarga), menjadi bersifat sosial yang berhubungan dengan keimanan.

Musyawarah adalah sisi sosial dari doktrin tauhid. Musyawarah juga merupakan sarana untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bagaimana musyawarah itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan maksimal, di dalam ajaran Islam terdapat konsep dasar dalam Al-Quran dan Hadits. Prinsip dasar yang terkandung tersebut berupa makna musyawarah, etika, prinsip, hukum melaksanakannya serta ruang lingkup bahasannya. Dengan hal itu akan dapat diketahui bagaimana menghadapi persoalan-persoalan yang timbul, dan pada akhirnya dapat dirasakan manfaat yang diperoleh dari musyawarah itu sendiri.

Petunjuk dalam kitab suci Al-Quran tentang musyawarah cukup singkat dan sangat sederhana. Di dalam kitab suci Al-Quran hanya mengandung kaidah-kaidah umum saja, akan tetapi jangkauannya sangat luas. Menurut Taufiq al-Syawi
 bahwa kaidah musyawarah dalam Islam, pertama, merupakan kaidah kemanusiaan, kedua, kaidah sosial dan moral, dan yang ketiga, adalah kaidah konstitusional bagi sistem pemerintahan.

Dalam kitab suci Al-Quran, hanya ada 3 (tiga) ayat yang akar katanya menunjukkan musyawarah yaitu: 
Surat al-Baqarah ayat 233 yaitu:

(((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((  
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.  Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”

 Ali Imran ayat 159 yaitu:

((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( ((((( 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Dan surat Al-Syura ayat 38 yaitu: 

((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”

Masing-masing ayat di atas berkaitan dengan musyawarah dalam bentuk kekeluargaan, musyawarah dalam bentuk bermasyarakat dan musyawarah dalam bentuk politik pemerintahan. 
Pada masa Nabi Muhammad SAW, musyawarah selalu dipraktikkan dengan seksama. Musyawarah akan membuahkan hasil yang diharapkan secara optimal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan apabila setiap peserta menjunjung tinggi, menghormati dan menjaga prinsip-prinsip dasar dalam musyawarah. Prinsip dasar tersebut adalah prinsip persamaan dalam hak dan kewajiban, prinsip keadilan dan prinsip kebebasan.

Terkait pada prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan, kebebasan yang menjadi substansi adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam masyarakat atau kelompok. Prinsip kebebasan dalam musyawarah berarti kebebasan dalam arti kebersamaan, komitmen terhadap batas-batas dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh nilai-nilai agama.
Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat setiap mengambil keputusan yang bersifat publik selalu dengan jalan musyawarah, walaupun Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang ma’shum (terjaga dari dosa) yang selalu di bawah bimbingan Allah SWT. Bahkan tidak jarang Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan atas dasar suara terbanyak.

Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin, praktek musyawarah lebih banyak tecatat dalam lintasan sejarah dalam bentuk sistem pemerintahan yang sudah dikoordinir dan terlembaga. Sitem kelembagaan tersebut lebih dikenal dengan sebutan ahl al-syura. 
 Menurut Abu al-A’la al-Maududi,
 anggota ahl al-syura yang terpilih inilah yang disebut dengan ahl al-hall wal al-‘aqd, yang pada zaman sekarang ini diidentifikasi sebagai dewan undang-undang atau lembaga legislatif. 
Setelah periode al-Khulafa al-Rasyidin, yakni sejak munculnya Dinasti Umayyah sampai berakhirnya Dinasti Turki Usmani (dari abad ke 7 sampai pada abad ke 20), penerapan prinsip musyawarah dalam sistem politik pemerintahan mengalami pasang surut. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip musyawarah sudah tidak ada lagi, karena bentuk Negara kemudian berkembang menjadi monarki.

Pada abad-19 dan awal abad-20, keadaan tersebut mengalami sedikit perubahan dengan adanya pembaharuan sistem politik disebagian besar negara-negara muslim. Perubahan ini terjadi sebagai konsekuensi dari adanya kontak dunia Islam dengan dunia Barat, baik melalui penjajahan atau hegemoni peradabannya yang muncul sebagai kekuatan dunia pada era modern. Secara kebetulan sistem politik di negara-negara muslim masa itu umumnya belum menunjukkan sebuah sistem yang menghargai hak-hak asasi manusia, sehingga banyak ulama dan intelektual muslim menerima sistem demokrasi.
 Dalam konteks ini konsep musyawarah kemudian dijadikan sebagai dasar  penerimaan ide dan sistem demokrasi oleh para ulama dan intelektual muslim.

Khusus di negara Indonesia, prinsip musyawarah tidak hanya berlaku sebagai dasar negara.
 Belakangan pasca runtuhnya orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto,  sangat banyak partai yang bermunculan. Salah satu dari sekian banyak partai yang bermunculan  pada waktu itu adalah Partai Keadilan (PK)
 yang pada akhirnya bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 Sampai pada pemilu tahun 2009 PKS merupakan salah satu partai Islam baru yang masih bertahan di tengah banyaknya partai Islam lainnya.
PKS merupakan salah satu representasi politik Islam di Indonesia, yang cendrung berbeda dengan politik lainnya. PKS mengambil inspirasi ideologis dari Ikhwanul Muslimin, yang dianggap oleh sebagian pemikir sebagai organisasi fundamentalis
. Inspirasi ideologis yang diambil oleh PKS dari Ikhwanul Muslimin yaitu prinsip Syumuliyyah al-Islam.
 Konsep ini merupakan salah satu jargon kaum fundamentalis. Tapi uniknya pada sidang umum MPR 2001, PKS pada waktu itu menolak Piagam Jakarta yang merupakan pintu formalisasi syari’at Islam dan berdirinya negara Islam. Padahal wacana formalisasi syari’at Islam dan negara Islam merupakan tema pokok perjuangan kelompok kaum fundamentalis.
Bukan hal itu saja, dalam Anggaran Dasar (AD)
 PKS musyawarah adalah prinsip dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh setiap struktur organisasi partai sesuai dengan lingkup kewenangannya.
 Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, aklamasi atau pemungutan suara (voting).
 
Seperti yang penulis ungkapkan sebelumnya, bahwa dalam agama Islam masalah musyawarah diatur hanya prinsip dasarnya saja. Itulah yang membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti dan mengungkap bagaimana konsep musyawarah yang dibawa oleh PKS dan bagaimana prakteknya di internal partai itu sendiri. Beberapa alasan lain yang membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti konsep musyawarah PKS ini adalah:

1. PKS adalah partai baru dan salah satu partai Islam terbesar di Indonesia yang mengalahkan partai Islam lainnya sehingga dapat bertahan sampai saat sekarang ini.

2. PKS adalah partai Islam yang cendrung sangat berbeda dengan partai Islam lainnya. PKS mengambil inspirasi dari Ikhwanul Muslimin yaitu prinsip Syumuliyyah al-Islamiyah yang merupakan prinsip bagi kaum fundamentalis, ternyata dari beberapa penelitian belakangan ini membuktikan bahwa PKS tidak pernah melakukan aksi kekerasan seperti kaum fundamentalis.

3. Terkait dengan konsep musyawarah, dalam agama Islam hanya menetapkan prinsip dasarnya saja, sehingga akan terbuka peluang bagaimana membuat konsep baru untuk pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan zaman. Inilah yang dikenal dengan hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan zaman.
4. Dalam anggaran dasar PKS, musyawarah adalah prinsip dalam pengambilan keputusan yang diselenggarakan setiap struktur organisasi partai sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, aklamasi atau pemungutan suara.
B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Musyawarah dalam Perspektif hukum Islam, analisis Konsep dan Praktik di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Barat”.

Mengingat luasnya konsep musyawarah ini, maka perlu diberikan batasan dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa syarat untuk menjadi anggota lembaga musyawarah di PKS Sumatra Barat dan bagaimana implementasi syarat ini dalam anggota yang sudah terpilih?

2. Bagaimana bentuk proses musyawarah di PKS Sumatra Barat?

3. Apa tugas dan fungsi lembaga musyawarah di PKS Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Mengungkap syarat menjadi anggota lembaga musyawarah dan implementasinya  terhadap anggota yang sudah terpilih PKS Sumatra Barat.
b. Untuk mengungkap bentuk proses musyawarah di PKS Sumatra Barat.
c. Untuk mengungkap tugas dan fungsi lembaga musyawarah di PKS Sumatera Barat.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Sebagai konstribusi dalam ilmu syari’ah untuk lembaga akademis
b. Sebagai informasi dan ilmu bagi masyarakat tentang  musyawarah dalam bentuk kelebagaan PKS Sumatera Barat. 
D. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang menunjukan operasi yang dihasilkan kembali secara eksperimental. Hasil objektifnya dapat diukur dan diamati secara empiris. Amat sering definisi operasional digunakan sebagai alat tafsiran empiris atas konsep-konsep ilmiah.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang ada dalam penelitian ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai pegangan dalam kajian lebih lanjut. Istilah-istilah tersebut adalah Musyawarah, Hukum Islam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Musyawarah adalah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja syawara yusyawiru yang berarti menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu.
 Menurut Muhammad Quraish Shihab, musyawarah yang terambil dari kata syawara bermakana “mengeluarkan madu dari sarang lebah”.
 Kata musyawarah juga berarti “mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal yang baik, ini sejalan dengan makna dasarnya yaitu madu untuk obat. Madu dihasilkan oleh lebah, jadi musyawarah seharusnya bagaikan lebah yaitu makhluk yang sangat disiplin, kerja samanya mengagumkan, dimanapun hinggap tidak pernah merusak tidak mengganggu bila kecuali bila diganggu.
 Dalam ensiklopedi hukum Islam kata musyawarah dalam karakter bahasa Arab diserap kedalam bahwa Indonesia menjadi kata musyawarah atau musyawarat yang mengandung pengertian, pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.

Hukum Islam adalah merupakan rangkaian dari dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’. Hukum secara sederhana adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu berlaku dan diyakini mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila definisi hukum di atas disandarkan kepada kata Islam akan berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul  tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.

PKS adalah Partai Politik sekaligus partai dakwah, merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan (PK) yang diawali dari gerakan tarbiyah dan lembaga dakwah kampus, di deklarasikan di Mesjid Al-Azhar pada tanggal 9 Agustus 1998.

Jadi maksud dari penjelasan judul di atas adalah konsep dan praktik musyawarah di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumatra Barat yang dalam hal ini diwakili oleh tiga lembaga wilayah yaitu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) dan Dewan Syari’ah Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sekahtera (PKS) Sumatera Barat dalam menyusun rancangan strategis partai.
E. Kajian Kepustakaan

Sepengetahuan penulis dari beberapa tulisan yang telah ada, sampai saat ini telah ada beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan PKS di antaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dahyul Daipon, Sebuah tesis di Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, dengan judul “Analisis Terhadap Metode Fatwa Dewan Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Dewan Syari’ah PKS secara prinsip tidak menggunakan metode khusus dalam menetapkan hukum. Metode yang digunakan dalam ijtihad sama dengan metode yang digunakan oleh para mujtahid terdahulu. Dalam beberapa kasus, seperti etika dalam menetapkan hukum perempuan menjadi anggota legislatif, dalam hal ini Dewan Syari’ah PKS menggunakan metode maslahah mursalah. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arjoni, juga sebuah tesis di Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, dengan judul “Corak Pemikiran Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)”. Dalam penelitian ini ia mengahasilkan temuan bahwa mulai dari latar belakang  berdirinya PKS, hal tersebut merupakan bentuk respon dari bergulirnya era reformasi. Dalam perjuangan PKS cendrung menggunakan cara yang konstitusional dan demokratis, baik perannya sebagai oposisi maupun sebagai koalisi. Dalam program politik PKS tidak ada mengusung agenda negara Islam, apresiatif terhadap demokrasi, tidak mempermasalahkan sistem pemerintahan, serta tidak terjebak pada agenda formalisasi syari’at Islam. Dalam bidang sosial PKS tidak mempermasalahkan sistem ko-edukasi dalam pendidikan, tidak terjebak pada simbol distinktif, “budaya Islam”, dan menerima kesetaraan jender. Tak kalah pentingnya dalam sistem ekonomi, PKS tidak ada mempermasalahkan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, dan mengusulkan sistem ekonomi moralis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PKS dapat dikategorikan sebagai partai fundamentalis yang berkarakter modernis.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aay Muhammad Furqon, yang merupakan sebuah tesis di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) yang berjudul “Pengaruh Pemikiran Ikhwanul Muslimin Terhadap Gerakan Politik Indonesia (1980-2000): Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera”. Tesis ini telah dibukukan dan diterbitkan dengan judul “Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa PKS hanya terpengaruh oleh Ikhwanul Muslimin, khususnya dalam konsep Syumuliyyat al-Islam dan pola Tarbiyah (pendidikan). Walaupun demikian PKS memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan Ikhwanul Muslimin. Perbedaanya terletak pada kepemimpinan dan visi keduanya. Ikhwanul Muslimin bersifat figuristik dalam segi kepemimpinan, sedangkan PKS bersifat kolektif dalam segi kepemimpinan. Ikhwanul Muslimin mempunyai visi dan karakter fundamentalis, sedangkan PKS berkarakter modernis.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Imdadun Rahmat, juga dalam bentuk tesis di Program Pasca Sajana Universitas Indonesia (UI) yang telah dilakukan pembukuan dan diterbitkan  dengan judul “Arus Baru Islam Radikal: Transmisi  Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia”. Penelitian ini berkisar pada permasalahan politik yang dititipberatkan pada kajian mengenai gerakan Tarbiyah  PKS, Hizbut Tharir dan Dakwah Salafi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Hizbut Tahrir dan Dakwah Salafi merupakan organisasi yang mempunyai hubungan langsung dengan gerakan revivalisme Islam Timur Tengah. Sedangkan PKS hanya mengadopsi pemikiran dan pola Ikhwanul Muslimin. 
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ali Said Damanik, yang juga merupakan sebuah tesis di Program Pasca Sajana Universitas Indonesia (UI) dengan judul  “Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun gerakan Tarbiyah di Indonesia”, tesis ini telah dibukukan dan diterbitkan. Penelitian ini berkisar tentang sejarah kelahiran dan perkembangan gerakan Tarbiyah  yang kemudin menjadi terinstitusional menjadi pertai keadilan. Dalam hasil penelitiannya, gerakan ini banyak terpengaruh dalam segi pemikiran yang di bawa oleh Ikhwanul Muslimin.
Jadi dengan demikian menurut hemat penulis, dalam beberapa penelitian sebelumnya tidak ada menyinggung sedikitpun tentang konsep musyawarah menurut PKS. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Musyawarah dalam Perspektif hukum Islam, Analissis Konsep dan Praktik di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatra Barat”
F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu memerlukan metode penelitian yang terarah, sebab tanpa adanya metode penelitian yang terarah maka penelitian tersebut tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Begitu pula dengan penelitian tesis ini. Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.

Agar terarahnya serta memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah penelitian ini, maka terlebih dahulu ditetapkan beberapa hal sebagai pegangan lebih lanjut:
     1.  Jenis Penelitian
Dalam penelitian yang penulis lakukan ada beberapa jenis penelitian yang penulis pakai yaitu:

1. Penelitian kepustakaan, Penelitian kepustakaan (Library Research) menurut Mestika Zet adalah serangkain kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
 Kemudian diambil suatu kesimpulan. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.
 
2. Penelitian lapangan adalah upaya penulis dalam menemukan data dilapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 

a.  Pengamatan terhadap praktek musyawarah yang dilakukan oleh PKS Sumatera Barat.
b.  Bentuk wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa kader PKS. Pertama: Ustaz Muhammad Yasin Lc, beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat dan beliau juga merupakan mantan anggota Majlis Syuro tingkat pusat. Kedua, Ustaz H. Nurfirmansah. MM, beliau merupakan ketua dari Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumatera Barat. Ketiga, Ustaz Irsyad, beliau merupakan Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Sumatera Barat.
      2.  Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, naskah, tulisan-tulisan yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini serta wawancara dan pengamatan terhadap praktek musyawarah yang dilakukan oleh PKS Sumatera Barat. Adapun sebagai objek pembahasan dalam penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sumatera Barat, Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sumatera Barat dan Dewan Syari’ah Wilayah PKS Sumatera Barat.
a. Data Primer

Sumber data primer
 dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) PKS, Website Resmi  PKS yaitu http://www.pk-sejahtera.org, http://www.pks-sumbar.co.id, Buku Induk PKS dan catatan-catatan penulis dari hasil pengamatan yang penulis lakukan dalam sidang permusyawaratan dan wawancara dengan beberapa kader PKS Sumatra Barat.
b. Data Sekunder

Data Sekunder
 adalah buku-buku, artikel, jurnal, naskah, tulisan-tulisan dan website yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pencatatan dan pengumpulan terhadap sumber utama yang membahas tentang Tesis ini. Baik berupa catatan dari buku primer yang telah penulis simpulkan wawancara dan obserfasai yang penulis lakukan di lapangan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
1). Teknik Pengolahan Data

- Seleksi data, maksudnya data yang dikumpulkan diteliti secara  cermat atau teliti.

- Klasifikasi data, maksudnya data yang diperoleh itu dikumpulkan sesuai dengan aspek masalah.

 2). Teknik Analisa Data


Setelah data di kumpulkan, maka penulis lakukan analisis data dengan beberapa langkah yaitu:

a. Penulis memeriksa kembali hasil penelitian baik dari studi dokumenter dan hasil obserfasi dan wawancara yang telah dilakukan

b. Mendeskripsikan objek penelitian

c. Membahas objek penelitian yang telah dideskripsikan

d. Melakukan kritikan terhadapa objek penelitian

e. Menyimpulkan hasil penelitian
� Kata “musyawarah” juga disebut dengan “syura”. Tetapi  kata syura lebih terfokus pada pembahasan tentang politik Islam (Siyasah Islam), sedangkan kata musyawarah orientasinya  lebih umum. Lihat dalam   Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post Modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm. 3


� Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, Penerjemah Faturrahman  A. Hamid,  “Judul Asli Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi’ Dusturiyyah Asy-Syura Al-‘Adl Al-Musawah” (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 35. Lihat juga dalam Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah, penerjemah Mufid, Judul Asli “The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taimiyah.” (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 88. Lihat Juga dalam M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, (Surabaya, Al-Ikhlas: 1970), hlm. 182-184. Lihat Juga dalam Efrinaldi, Fiqh Siyasah: Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam, (Jakarta, Granada Press: 2007), hlm. 28-30


� Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Politik Islam, kata pengantar dari  Dr. Masykuri Abdillah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. ix-x.


� Muhammad Taufiq al-Syawi, Syura Bukan Demokrasi, Judul Asli Fiqh al-Syura wa al-Istisyarah, (Jakarta, Gema Insani Press: 1997), hlm. 201 


� Al-Quran dan Terjemahnnya Revisi Terbaru Depertemen Agama RI, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), hlm. 57 


� Ibid., hlm. 103. 


� Ibid., hlm. 78 


� Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan pemikiran, ( Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1994, hlm. 6-8. Lihat juga dalam A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 4-6. Lihat juga Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 4-6. Lihat juga dalam penjelasan Abd. Al-Hamid Ismail al-Anshari, Al-Syura wa Atsaruha fi al-Islami, (Kuwait: Al-Dar Al-Salafiyah, 1981), hlm. 12


� Pada masa Umar bin Khatab, istilah ahl al-Syura mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara. Setelah Khalifah Umar bin Khatab meninggal pada bulan Zulhijah 23 H/ 644 M dalam usia 63 tahun, sebelumnya Umar bin Khatab tidak pernah menunjuk pengganti sebelum ia wafat. Ketika ia menderita sakit akibat tikaman Abu Lu’lu’ah, para pemuka Islam mendesaknya untuk menetapkan pemegang kekuasaan bila ia meninggal. Permohonan ini dikemukakan, sebab bila tidak ditentukan, mereka khawatir umat Islam akan terpecah untuk memperebutkan jabatan tersebut. Namun Umar tidak menemukan seseorang yang dinilai tepat untuk menggantikannya. Karena itu, ia kemudian menunjuk beberapa sahabat terkemuka sebagai tim formatur untuk menetapkan siapa yang paling pantas menjadi pemimpin umat Islam. Mereka yang diangkat sebagai tim formatur adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’id bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin ‘Auf. Menurut Ulama tim formatur inilah yang menjadi cikal bakal pendapat mereka bahwa yang demikian adalah ahl al-hall wal al-‘aqd/ dewan undang/ lembaga legislatif. Lihat dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,  2002), hlm. 39-40 


� Abu al-A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, penerjemah Asep Hikmat,  Judul asli The Islamic Law and Constitusion,  (Bandung, Mizan: 1995) hlm. 15 


� Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi Tela’ah Konseptual dan Historis, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 132-144 


� Banyaknya ulama yang menerima konsep demokrasi ini bukan berarti tidak ada yang menolaknya. Sampai pada saat sekarang  ini di kalangan umat Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Pertama, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Kedua, Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Ketiga, Islam bukanlah agama yang dipahami dari aliran pertama dan kedua, dalam Islam tidak terdapat sistem  ketatanegaraan tetapi hanya seperangkat prinsip dasar atau etika bagi  kehidupan bernegara. Lihat lebih lanjut dalam Munawir Syadzali, Op. Cit., hlm. 1-2, Lihat Juga lebih lanjut dalam Sukron Kamil, Op. Cit.,  hlm. 47-66


� Artani Hasbi, Op. Cit., hlm. xi  


�  Indonesia sebagai salah satu Negara yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 atau pada pertengahan abad 19, juga menganut sistem demokrasi yang berlandaskan pada prinsip musyawarah  sebagai dasar Negara. Hal ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 pada paragraf ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,” Musyawarah dalam bentuk perwakilan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR dan MPR. Lihat dalam UUD 1945 dan UU No 27 tahun 2009 tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD).


� Partai Keadilan disingkat dengan PK 


� Partai Keadilan Sejahtera selanjutnya di singingkat mnejadi PKS 


� Kata ‘fundamentalis’ berasal dari kata ‘fundamental’, yang bersifat dasar atau pokok. Sedangkan arti fundamentalis adalah penganut gerakan keagamaan yang bersifat reaksioner yang selalu merasa perlu untuk kembali  keajaran yang asli seperti yang tersurat di dalam kitab suci. Lebih tegas. Lebih tegas fundamentalisme adalah paham yang cendrung untuk memperjuangkan sesuatu secara radikal.  Lihat Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka: 2000), hlm. 322. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Adnan Mahmud, Pemikiran Islam Kontemporer Indonesia, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005), hlm. 191 


� Anis Matta, dalam kata pengantar Aay Muhammad Furqon, Partai Keadilan Sejahtera; Ideologis Praksis Politik Kaum Muda Muslim Insdonesia Kontemporer, (Jakarta, Teraju: 2004), hlm. vii-viii 


� Anggaran Dasar selanjutnya disingkat dengan AD


� Dalam Pasal 10 strukur organisasi Partai terdiri dari atas: 1. Struktur Oraganisasi Partai tingkat pusat yaitu: Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syari’ah. 2. Struktur Organisasi Partai tingkat  di tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Syari’ah Wilayah (DSW) dan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) 3. Struktur organisasi Partai tingkat kabupaten/kota adalah Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Syari’ah Daerah. 4. Struktur organisasi Partai tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang. 5. Struktur oragnisasi Partai tingkat kelurahan adalah Dewan Pengurus Ranting. Lihat penjelasan  lebih lengkap dalam Anggaran Dasar (AD) dalam buku Majlis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008), hlm. 591


� Ibid., hlm. 600


� Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm. 152. 


� Ibn Zakaria, Abu al-Husein ibn Faris, Mu’jam Muqayis al-Lughat, (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1972), Jilid III, hlm. 226  


� M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’I atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 469


� Jamal al-Din Ibn al-Manzur, Lisan al-‘Arab VII, (Kairo, al-Babi al-Halabi: 1969), hlm.  227


� Tim Ensiklopedi, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1263 


� Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 4-5


�Dahlan. Y. Al-Barry dan Lya  Sofyan Yacub, Kamus Induk Istilah Ilmiah, (Surabaya: Target Press, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 504.  


�Mestika Zet, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3. 


� Ibid., hlm. 2. 


�Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya, tanpa adanya perantara. Sumber yang dimaksud dapat berupa buku, situs-situs dan manusia. Lihat Erna Widodo dan Mukhtar, Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif, (Yogyakarta: Avyruz, 2000), hlm. 116.  


�Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil melalui karya tulis orang lain. Lihat Ibid.  
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